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BAB Il

PENUTUP

1. Kesimpulan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah menerapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam
penanggulangan terorisme dibuktikan dengan upaya non-penal atau preventif di
lingkungan sekolah dengan cara berusaha menanamkan pemikiran dan jiwa
patriotisme pada anak-anak sejak usia dini supaya selalu setia terhadap NKRI. Cara
menanamkan pemikiran dan jiwa patriotisme pada anak di lingkungan sekolah yaitu
dengan cara melaksanakan Upacara Bendera dan adanya Program Sekolah
Penggerak untuk menciptakan pelajar Pancasila.

Sedangkan cara penal atau tindakan represif dalam tindak pidana terorisme
yang pelakunya anak di Kabupaten Klaten pernah dilaksanakan Pengadilan Negeri
Kabupaten Klaten melalui Putusan No.19/Pid.Sus/2011/PN.KIt dengan cara

menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap AW selama 2 tahun.

2. Saran:

Selain dalam lingkungan sekolah, seluruh elemen masyarakat harus ikut
berperan aktif dalam menjaga anak-anak dari ajaran radikalisme sebagai bibit dari
terorisme. Hal itu dikarenakan insiden terorisme sudah menyasar pada lingkungan

keluarga, maka dari itu bukan hanya dari pengawasan orangtua saja melainkan
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semua yang melihat, merasakan, dan mendengar adanya radikalisme terhadap anak

bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan.

Aparat penegak hukum harus lebih waspada dalam mendeteksi jaringan
terorisme di wilayah Kabupaten Klaten. Apabila langkah-langkah preventif dari
masyarakat masih belum terwujud, maka aparat penegak hukum melalui badan
intelejensinya bisa mendeteksi persebaran jaringan radikalisme dan terorisme yang

melibatkan anak-anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus bisa menjalankan amanat Undang-
Undang dan peraturan dibawahnya semaksimal mungkin demi mewujudkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan tenteram terkhusus di wilayah

Kabupaten Klaten.
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